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MATRIKS PERBANDINGAN 

  

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-

2026 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 

2022-2026 

 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 

Tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2023 

Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik, perlu melakukan reformasi birokrasi di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang;  

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada 

Pemerintah Daerah perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Semarang;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026; 

Menimbang: 

a. bahwa dampak reform.asi birokrasi dalam mendukung capaian 

sasaran pembangunan belum optimal sehingga diperlukan penajaman 

hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai 

pada level dampak dengan level fokus . pelaksanaan reform.asi 

birokrasi;  

b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan 

kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran 

reform.asi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, 

fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator 

reformasi birokrasi;  

c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2022-2026;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 



  

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 2 

 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 

Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42),  

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan 

Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra 

Tingkat Ii Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1652);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-

Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat 

Ilsemarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69_ Tahun 1992 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan. 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 163); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 442);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 ten 

tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
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Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2016-202 l(Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah kabupaten Semarang Nomor 15); 

Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 

Semarang Nomor 15);  

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2022 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022-2026. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

TAHUN 2022 - 2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang  

3. Bupati adalah Bupati Semarang.  

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada lingkup 

Pemerintah Kabupaten Semarang.   

5. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 
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6. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari 

tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru 

dengan langkah langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-

sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan 

paradigma dan upaya luar biasa.  

7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk 

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang 

merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi pada 

setiap tahapan dengan sasaran pertahun secara jelas.  

8. Rencana Aksi adalah langkah-Iangkah rinci yang diambil untuk 

mencapai tujuan dan target jangka panjang dan atau jangka 

pendek.  

9. Quickwins Reformasi Birokrasi adalah suatu program inisiatif 

yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program 

besar dan sulit dalam implementasi Reformasi birokrasi. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi 

tahun 2022- 2026. 

 

Pasal 3 

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan: 

a. memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah 

disepakati dapat berjalan secara efektif, efesien, terukur, 

konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam 

mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026;   

b. mewujudkan good governance dan good government Pemerintah 

Daerah dengan memetakan struktur permasalahan pada aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business 
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prosess) dan sumber daya manusia aparatur yang berorientasi 

pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada 

penerapan pelayanan prima kepada masyarakat; dan  

c. merasionalisasi birokrasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan 

efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja 

hirarkikal dan horizontal yang seimbang. 

 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

(1) Leading institution merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki 

peran, kewenangan, clan tanggung jawab untuk merumuskan 

kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator, 

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan 

evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan 

hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Daerah dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi general  

(2) Leading sector merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki peran, 

kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam 

pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik. 

(3) Setiap leading institution sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

terlibat langsung pada kegiatan utama dalam level meso wajib 

menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas 

pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi 

Daerah.  

(4) Setiap leading sector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tematik dan 

menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 

6 ( enam) bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah. 

BAB II 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRA 

Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 
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Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-

2026, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2022 Nomor 8) dihapus. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatannya dalam berita dearah Kabupaten 

Semarang. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatannya dalam berita dearah Kabupaten 

Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada Tanggal 11 Januari 2022 

BUPATI SEMARANG, 

Ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 26 April 2023 

BUPATI SEMARANG, 

Ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada Tanggal 11 Januari 2022 

Ditetapkan Di Ungaran 

Pada Tanggal 26 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

Ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

Ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

Berita Daerah Kabupaten Kebumen  

Tahun 2022 Nomor 8 

Berita Daerah Kabupaten Kebumen  

Tahun 2023 Nomor 27 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 


